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ABSTRACT 

This study aims to find out what the role of village officials in the Lenek Baru village is 

in the Accountability Of Village Fund management. The Data collection techniques used 

in this study Amounted 9 People Who Were Vilaggea officials in the Village Head, Village 

Secretary, Vilagge Finance Head, Planning Head, General Head, Head Of government, 

Head Of Welfare, Head Of Servants, and Head Of Dusun. This study uses a descriptive 

method with a qualitative approach to find out about planning, implementation, 

administration, reporting, and accountability in managing a village. In addition, data 

collection uses triangulation techniques with interviews and documentation. The result of 

the research conducted indicates that the Lenek Baru village apparatus has played a role 

in the accountability of village fund management by carrying out their duties starting 

from the Planning, implementation, administration, Reporting, and Accountability 

processes as village officials. In Lenek Baru village and has carried out accountability 

with the Report of The Realization Of The Implementation of the APBD in the Lenek Baru 

Village. 
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PENDAHULUAN 

Desa merupakan wilayah yang didiami oleh sekelompok orang atau suku yang saling 

mengenal hidup bersama-sama dan biasanya memiliki budaya yang relatif sama. Undang-undang 

No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 

tentang desa sebagai kesatuan masyarakat hukum. Peraturan tentang desa dalam Undang-Undang 

No. 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah dan PP no. 72 Tahun 2005 tentang desa diganti 

dengan peraturan pemerintah. Desa menerima dana desa dari pemerintah pusat dalam bentuk dana 

desa sebagai akibat dari perluasan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten atau kota menyalurkan dana dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan untuk desa. Dengan 

disetujuinya anggaran dana desa pada tahun 2015 sebesar Rp 20,7 Triliun dan disalurkan ke desa 

diseluruh Indonesia. Kemudian Tahun 2016 naik menjadi Rp 46,9 Triliun dan Tahun 2018 naik 

lagi menjadi Rp 70 Triliun dan di Tahun 2019 sebesar Rp 70 Triliun.  

Desa Lenek Baru salah satu desa di Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur yang 

mendapatkan anggaran dana desa dari pemerintah pusat dari tahun 2015 hingga tahun 2020, karena 

Desa Lenek Baru mengelola dana desa yang meningkat setiap tahunnya maka desa tersebut dipilih menjadi 

lokasi penelitian. 
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Tabel 1 

Rincian Anggaran Dana Desa Lenek Baru 

Keterangan 2017 2018 2019 

Dana Desa Rp. 1.124.000.000 Rp. 1.311.000.00 Rp.1.377.203.000 

Alokasi Dana Desa Rp. 497.643.500 Rp. 564.793.000 Rp. 603.871.622 

BHP Kabupaten Rp. 37.853.000 Rp. 49.339.000 Rp. 55.247.857 

Sumber: Desa Lenek Baru Tahun 2017-2019 

Berdasarkan Latar belakang tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Peran 

Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Lenek Baru Kecamatan 

Lenek Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran 

pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. 

 Definisi Desa 

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2014 tentang desa. Desa merupakan 

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk 

mengatur dan mengurus pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat dan hak asal usul atau hak tradisional yang diakui atau dihormati 

dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Definisi Pemerintah Desa 

Berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 2014 pemerintah desa adalah  kepala 

desa yang di bantu oleh perangkat desa sebagai undur penyelenggara pemerintahan desa 

sesuai penjelasan Undang-undang No. 16 Tahun 2014 Kepala Desa sangat memiliki peran 

penting dalam kedudukannya sebagai pemerintah desa.  

Peran Perangkat Desa 

Peran diartikan sebagai suatu kedudukan atau status., Peran perangkat desa adalah 

membuat surat undangan kepada semua kepala Dusun untuk menyampaikan informasi 

mengenai pelaksanaan penyelenggaran pemerintah desa. 

Akuntabilitas 

Akuntabilitas merupakan suatu konsep etika yang berhubungan dengan 

kemampuan menjelaskan keputusan yang diambil dan aktivitas yang dilakukan., Dalam 

Akuntansi dasar, konsep akuntabilats harus dapat dipisahkan dari istilah resposibilitas 

karena memiliki perbedaan. 

Dana Desa 

Dana desa didefinisikan sebgai dana yang bersumber dari APBN yang di 

peruntukan bagi desa yang ditransfer melalui  APBD Kabupaten/Kota dan digunakan 

untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, 

dan pemberdayaan masyarakat. 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penelitian kualitatif merupakan 

penelitian yang untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian. Penelitian kualitatif tidak menggunakan metode statistik atau perhitungan lain 

untuk mendapatkan hasilnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui atau memahami 

fenomena yang dialami peneliti. 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Berdasarkan temuan peneliitian yang telah dilakukan oleh peneliti dalam Peran Perangkat 

Desa Dalam Akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Lenek Baru menunjukan bahwa 

Perangkat desa Lenek Baru telah berperan dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa Lenek Baru. 

Pemerintah desa Lenek Baru  dalam melaksanakan pertangungjawaban (accountability) atas 

pengelolaan dana desa di Lenek Baru berdasarkan proses atau tindakan yang dilakukan oleh 

perangkat desa sesuai dengan Tanggung jawabnya dibidang atau tugas dan fungsinya masing-

masing. 

Peran Perangkat Desa Lenek Baru 

Perangat desa yang bertugas mengelola dana yang masuk ke rekening desa dan yang 

melayani seluruh warga desa Lenek Baru adalah perangkat desa Lenek Baru, perangkat desa 

wajib melaksanakann tanggung jawabnya masing-masing sebagai wali amanat dan bertanggung 

jawab atas pengelolaan dana desa yang masuk ke rekening desa. 

Akuntabilitas 

Dalam melakukan pengelolaan dana desa Pemerintah Desa Lenek Baru telah melakukan 

penyusunan rencana anggaran APBdes 2019 dan pembuatan pelaporan realisasi pelaksanaan 

APBDes  2019 sebagai bentuk pertangungjawaban Pemerintah Desa Lenek Baru dalam 

mengelola dana desa dalam satu periode kepada Pemerintah Pusat/Daerah yang disusun oleh 

Kepala Urusan Keuangan (Bendahara) dan dibantu oleh sekretaris desa Lenek Baru. 

Tabel 2 

Laporan Reaalisasi Pelaksaanaan APBDes Desa Lenek Baru Tahun Anggaran 2019. 

Uraian 
 

Lebih/kurang 
Anggaran Realisasi 

1 2 3 4 

PENDAPATAN 

  

Pendapatan Asli Desa 

  Hasil Usaha Desa 

  Lain-Lain Pendapatan desa 

Pendapatan Tranfer 

  Dana Desa 

Penerimaan Bagi Hasil Pajak 

BPH Dan Retribusi Daerah 

Pendapatan Transfer 

   Alokasi Dana Desa 

 

 

35.600.000 

10.000.000 

25.600.000 

1.377.203.000 

1.377.203.000 

55.247.857 

55.2477.857 

603.932.156 

603.932.156 

 

 

34.000.000 

- 

34.000.000 

1.377.203.000 

1.377.203.000 

27.623.929 

27.623.929 

601.871.622 

603.871.622 

 

 

1.600.000 

10.000.000 

8.400.000 

0,00 

0,00 

27.623.928 

27.623.928 

60.534 

60.534 

JUMLAH PENDAPATAN 1.377.203.000 1.377.203.000 0,00 

BELANJA    

BIDANG PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DESA  
3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 
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Uraian 
 

Lebih/kurang 
Anggaran Realisasi 

1 2 3 4 

 Pengelolaan Administrasi 

Kependudukan, Pencatatan Sipil 
3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 

Pelayanan Administrasi Umum dan 

Kependudukan 
3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 

 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 

 Belanja Jasa Honorarium  3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 

       Belanja Jasa Honorarium 

   Petugas 
3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 

BIDANG PELAKSANAAN 

PEMBANGUNAN DESA 
580.077.300,00 580.077.300,00 0,00 

 Sub Bidang Kesehatan  131.617.800,00 131.617.800,00 0,00 

 Penyelenggaraan 

 Posyandu (Mkn 

 Tambahan, Kls Bumil, L 

102.167.800,00 

 

 

102.167.800,00 

 

 

0,00 

 

 

 Belanja Barang dan Jasa 98.000.000,00 98.000.000,00 0,00 

  Belanja Brang 

Perlengkapan  

8.000.000,00 

 

8.000.000,00 

 

0,00 

 

   Belanja Bahan Obat-obatan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 

Belanja Jasa Honorarium 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 

 Belanja Jasa Honorarium 

 Petugas 
90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 

Belanja Modal 4.167.800,00 4.167.800,00 0,00 

Belanja Modal Pengadaan Peralatan, 

Mesin dan Alat Be 
4.167.800,00 4.167.800,00 0,00 

 Belanja Modal Peralatan 

 Elektronik dan Alat Studio 
4.167.800,00 4.167.800,00 0,00 

Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 
29.450.000,00 

 

29.450.000,00 

 

0,00 

 

 Belanja Barang dan Jasa 29.450.000,00 29.450.000,00 0,00 

  Belanja Jasa  Honorarium 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 

 Belanja Jasa Honorarium 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 

 Belanja Operasional  Perkantoran 950.000,00 950.000,00 0,00 

 Belanja Jasa  Perpanjangan Pajak 950.000,00 950.000,00 0,00 

Belanja Pemeliharaan 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 

 Belanja Pemeliharaan 

 Kendaraan Bermotor 
16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 

Sub Bidang Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang  

288.459.500,00 

 

 

288.459.500,00 

 

 

0,00 

 

 

Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan

/Pengerasan Jalan  

 

288.459.500,00 

 

 

 

288.459.500,00 

 

 

 

0,00 

 

 

 Belanja Barang dan Jasa 59.000.000,00 59.000.000,00 0,00 

   Belanja Jasa Sewa 59.000.000,00 59.000.000,00 0,00 

     Belanja Jasa Sewa  

     Sarana Mobilitas 

59.000.000,00 

 

59.000.000,00 

 

0,00 
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Uraian 
 

Lebih/kurang 
Anggaran Realisasi 

1 2 3 4 

Belanja Modal 229.459.500,00 229.459.500,00 0,00 

 Belanja Modal Jalan/  

Prasarana Jalan 

229.459.500,00 

 

229.459.500,00 

 

0,00 

 

  Belanja Modal Jalan –  

  Bahan Baku/Material 
229.459.500,00  229.459.500,00  0,00  

Sub Bidang Kawasan Pemukiman  

160.000.000,00 

 

 

160.000.000,00 

 

 

0,00 

 

 

Dukungan Pelaksanaan 

Program pembangunan/ 

Rehab Rumah 

150.000.000,00 

 

 

150.000.000,00 

 

 

0,00 

 

 

 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 

   Belanja Barang dan Jasa 

  Yang diserahkan kepada 

  Masyarakat 

150.000.000,00 

 

 

150.000.000,00 

 

 

0,00 

 

 

   Belanja Bantuan  

   Bangunan untuk diserah- 

   Kan Kepada Masyarakat 

150.000.000,00 

 

 

150.000.000,00 

 

 

0,00 

 

 

Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan 

Sanitasi  

Pemukiman  

10.000.000,00 

 

 

 

10.000.000,00 

 

 

 

0,00 

 

 

 

 Belanja Modal 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 

  Belanja Modal Irigasi/ 

  Embung/Drainase/Air  

  Limbah 

10.000.000,00 

 

 

10.000.000,00 

 

 

0,00 

 

 

   Belanja Modal Irigasi/ 

   Embung/Drainase/dll –  

   Honor Tim 

900.000,00 

 

 

900.000,00 

 

 

0,00 

 

 

   Belanja Modal Irigasi/ 

   Embung/Drainase/dll – 

   Bahan Baku/dll 

9.100.000,00 

 

 

9.100.000,00 

 

 

0,00 

 

 

BIDANG PEMBINAAN 

KEMASYARAKATAN  

14.000.000,00 

 

 

14.000.000,00 

 

 

0,00 

 

 

Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 
14.000.000,00 

 

14.000.000,00 

 

0,00 

 

Pembinaan LKMD/LPM/ 

LPMD 

14.000.000,00 

 

14.000.000,00 

 

0,00 

 

 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 

  Belanja Barang 

  Perlengkapan 

8.000.000,00 

 

8.000.000,00 

 

0,00 

 

   Belanja Alat Tulis Kantor 

   Benda Pos 

1.344.000,00 

 

1.344.000,00 

 

0,00 

 

  Belanja Barang Cetak dan  

  Penggandaan  

3.006.000,00 

 

3.006.000,00 

 

0,00 

 

  Belanja Barang Konsumsi 

  (Makan/Minum) 

3.500.000,00 

 

3.500.000,00 

 

0,00 

 

  Belanja Bendera/Umbul- 150.000,00 150.000,00 0,00 
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Uraian 
 

Lebih/kurang 
Anggaran Realisasi 

1 2 3 4 

  Umbul/Sepanduk    

 Belanja Jasa Honorarium 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 

  Belanja Jasa Honorarium 

  Tenaga Ahli/Profesi/ 

  Konsultan/ dll 

1.250.000,00 

 

 

1.250.000,00 

 

 

0,00 

 

 

  Belanja Jasa Honorarium 

  Petugas 

4.750.000,00 

 

4.750.000,00 

 

0,00 

 

BIDANG PRMBERDAYAAN 

MASYARAKAT 

 

65.000.000,00 

 

 

 

65.000.000,00 

 

 

 

0,00 

 

 

 Sub Bidang Pertanian 

 Dan Perternakan  

60.000.000,00 

 

60.000.000,00 

 

0,00 

 

 Pemeliharaan Saluran 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 

  Belanja Modal 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 

   Belanja Modal Irigasi 

   /Embung/Drainase/Air  

   Limbah/dll 

60.000.000,00 

 

 

60.000.000,00 

 

 

0,00 

 

 

    Belanja Modal Irigasi/ 

    Embung/Drainase/dll- 

    Bahan Baku/dll 

60.000.000,00 

 

 

60.000.000,00 

 

 

0,00 

 

 

Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak 

 

5.000.000,00 

 

5.000.000,00 

 

0,00 

Pelatihan dan Penyuluhan 

Pemberdayaan Perempuan 

 

5.000.000,00 

 

 

 

5.000.000,00 

 

 

 

0,00 

 

 

 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 

  Belanja Barang 

  Perlengkapan 

2.000.000,00 

 

2.000.000,00 

 

0,00 

 

   Belanja Barang Cetak dan  

   Pengandaan  

75.000,00 

  

75.000,00 

  

0,00 

  
   Belanja Barang Konsumsi 

   (Makan/Minum) 

1.925.000,00 

 

1.925.000,00 

 

0,00 

 

 Belanja Jasa Honorarium 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 

  Belanja Jasa Honorarium 

  Tenaga Ahli/Profesi/ 

  Konsultan/dll 

500.000,00 

 

 

500.000,00 

 

 

0,00 

 

 

  Belanja Jasa Honorarium 

  Petugas 

2.500.000,00 

 

2.500.000,00 

 

0,00 

 

BIDANG PENANGGULANGAN 

BENCANA, DARURAT 

715.125.700,00 

 

 

715.125.700,00 

 

 

0,00 

 

 

 Sub Bidang 

 Penanggulangan Bencana 

607.125.700,00 

 

607.125.700,00 

 

0,00 

 

 Penanggulangan Bencana 607.125.700,00 607.125.700,00 0,00 

  Belanja Tidak Terduga 607.125.700,00 607.125.700,00 0,00 

   Belanja Tidak Terduga 607.125.700,00 607.125.700,00 0,00 

    Belanja Tidak Terduga 607.125.700,00 607.125.700,00 0,00 

 Sub Bidang Keadaan  108.000.000,00 108.000.000,00 0,00 
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Uraian 
 

Lebih/kurang 
Anggaran Realisasi 

1 2 3 4 

 Penanganan Keadaan 

 Darurat 

108.000.000,00 

 

108.000.000,00 

 

0,00 

 

  Belanja Tidak Terduga 108.000.000,00 108.000.000,00 0,00 

   Belanja Tidak Terduga 108.000.000,00 108.000.000,00 0,00 

    Belanja Tidak Terduga 108.000.000,00 108.000.000,00 0,00 

JUMLAH BELANJA 1.377.203.000,00 1.377.203.000,00 0,00 

SURPLUS / DEFISIT 0,00 0,00 0,00 

Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 

Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00 

PEMBAYARAN NETTC 0,00 0,00 0,00 

SISA LEBIH / (KURANG) 

PERHITUNGAN ANGGARAN 
0,00 0,00 0,00 

Sumber : Desa Lenek Baru     

Berdasarkan Laporan realisasi pelaksanaan APBdes diatas menunjukkan bahwa Desa 

Lenek Baru telah transparan, akuntabel, patisifasif, serta tertib dan disiplin pada pengelolaan dana 

desa dan telah sesuai dengn Permendagri No. 20 Tahun 2018. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan  hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan pada sebelumnya  

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Lenek Baru 

Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 secara keseluruhan dapat 

dikatakan semuanya berperan dalam pengelolaan dana desa tersebut. 

2. Dalam Pelaporan Realisasi Anggaran APBdes telah sesuai dengan Permendagri No. 20 

Tahun 2018. 
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